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Abstrak:
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peme-
rintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami
banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudu-
kan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedu-
dukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan
daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan
tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen
kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran,
kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem peme-
rintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom - kabupaten/kota dae-
rah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom - kabupaten/kota wi-
layah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desen-
tralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapun
selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate govern-
ment dalam bentuk direktorat dekonsentrasi.
Kata kunci: Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Prefectoral
System, Intermediate Government, Direktorat Dekonsentrasi

Abstract:

Governor as the Central Government representative has a very important position on the local
government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The strategic position have
faced lots of challenges and problems. This study aims to analyze why the position of the governor as
the central government representative is ineffective and to formulate the construction of the
governor’s position, role and function as the Central Government representative on the local
government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the future.

The results show that the governor’s position as the central government representative is ineffective.
The ineffectiveness determinant factors are the lack of support in policy instruments, institutions,
personnel officers, budget uncertainty, leadership, and political will of the governments. This study
formulates two designs for the local administration system. First, the provinces are both an
administrative area and an autonomous region, then the regencies/municipalities are an
autonomous region. Second, both the provinces and regencies/municipalities are an administrative
area and an autonomous region. Both designs set deconcentration and decentralization at the
province as well as governor as the Central Government representative and as the head area. This
study indicate the need of governor’s institution as the central government representative which in
this study is formulated as an intermediate government in the deconcentration directorate format.
Keywords: Governor, Central Government Representative, Deconcentration, Decentralization,
Prefectoral System, Intermediate Government, Directorate Deconcentration
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LATAR BELAKANG

Sejarah sistem pemerintahan daerah di
Indonesia menunjukkan kecenderungan ber-
impitnya daerah otonom dan daerah admi-
nistrasi melalui implementasi asas desentra-
lisasi dan dekonsentrasi. Bhenyamin
Hoessein (2009) mengemukakan, penyeleng-
garaan desentralisasi mewujudkan local self
government dengan terbentuknya daerah
otonom, sedangkan dekonsentrasi mencipta-
kan field administration (instansi vertikal)
dan/atau local state government.! Penyeleng-
garaan dekonsentrasi memperoleh pijakan
yang kuat ketika UU No. 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
dilaksanakan. Desain dekonsentrasi dalam
undang-undang tersebut mengadaptasi pola
Integrated Field Administration yang dijalan-
kan secara paralel dengan desentralisasi.
Model tersebut mengharuskan terwujudnya
keseragaman batas-batas wilayah kerja (yu-
risdiksi) dari berbagai instansi vertikal me-
nurut wilayah administrasi di bawah wakil
pemerintah-2

Di samping dekonsentrasi, UU No. 5 Ta-
hun 1974 juga mengamanatkan pelaksanaan
desentralisasi. Maka dianutnya Integrated
Field Administration menuntut berimpitnya
wilayah daerah otonom dengan wilayah ad-
ministrasi (fused model) serta perangkapan
jabatan kepala daerah sekaligus sebagai wa-
kil pemerintah (dual role).3 Pada masa berla-
kunya UU No. 5 Tahun 1974, provinsi, kabu-
paten/kota menempati posisi sebagai daerah
otonom dan wilayah administrasi sedangkan
gubernur, bupati, dan walikota merangkap
jabatan sebagai kepala daerah dan selaku wa-
kil pemerintah. Menurut Hoessein, sesuai
dengan pendapat Fried (1967), sistem peme-
rintahan daerah dengan karakteristik seperti
tersebut adalah model Integrated Prefectoral
System.*

1Bhenyamin Hoessein, Hubungan Pusat dan
Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Umum,
“Pemerintahan Daerah Di Indonesia”(Jakarta:
Masyarakat [lmu Pemerintahan Indonesia, 2009).
2]bid.
31bid.
41bid.
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Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun
1974, gubernur baik sebagai wakil pemerin-
tah pusat maupun selaku kepala daerah me-
miliki peran dan fungsi yang efektif sebagai
figur sentral dalam penyelenggaraan peme-
rintahan daerah dimana dekonsentrasi dan
desentralisasi dilaksanakan secara paralel.
Peran dan fungsi tersebut diantaranya adalah
membina ketenteraman dan ketertiban, me-
laksanakan pembinaan ideologi, politik
dalam negeri serta pembinaan kesatuan
bangsa, menyelenggarakan koordinasi kegia-
tan instansi vertikal dan dinas daerah, serta
membimbing dan mengawasi penyelengga-
raan pemerintahan Daerah. Tetapi saat ini,
lebih dari satu dasawarsa pasca dihentikan-
nya UU No. 5 Tahun 1974 dan diberlakukan-
nya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Ta-
hun 2004 kedudukan gubernur baik sebagai
wakil pemerintah maupun selaku kepala
daerah mengundang Kkontroversi terkait
dengan tidak efektifnya peran ganda yang
dimiliki gubernur.

Kedudukan gubernur sebagai wakil peme-
rintah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak
jauh berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999
yang digantikannya. Dihapuskannya kantor
wilayah kementerian/lembaga serta pemba-
tasan kedudukan bupati/walikota dibatasi
hanya sebagai kepala daerah dan tidak lagi
menjabat sebagai wakil pemerintah mem-
bawa implikasi bagi pemerintah pusat. Kons-
truksi demikian mengharuskan pemerintah
pusat mengoptimalkan peran gubernur agar
pemerintah pusat dapat menjalankan fungsi
pemerintahannya secara efektif. Tetapi revisi
UU No. 22 Tahun 1999 tidak memberikan ha-
rapan cerah bagi perbaikan pengaturan ke-
dudukan gubernur sebagai wakil pemerin-
tah. Upaya pemerintah untuk memperkuat
kedudukan, tugas dan wewenang gubernur
sebagai wakil pemerintah melalui UU No. 32
Tahun 2004 Pasal 37 dan Pasal 38 tidak
menghasilkan formulasi yang jelas.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sudah seharusnya diletakkan dalam konteks
dekonsentrasi. Analisis yang dilakukan oleh
Eko Prasojo, Irfan Ridwan Maksum, dan
Teguh Kurniawan (2006) menunjukkan kele-
mahan-kelemahan dekonsentrasi dalam un-

33



ARTIKEL

dang-undang tersebut sebagai berikut:
pertama, UU No. 32 Tahun 2004 tidak memu-
at satu pasalpun yang menyebutkan adanya
wilayah administrasi untuk kepentingan de-
konsentrasi. Kedua, provinsi sebagai wilayah
yurisdiksi operasi gubernur selaku wakil pe-
merintah tidak didefinisikan sebagai wilayah
administrasi. Ketiga, ketidaktepatan penggu-
naan frasa “di wilayah tertentu” dalam defini-
si dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan
munculnya perbedaan batas yurisdiksi anta-
ra peta administrasi lapangan dengan peta
yurisdiksi daerah otonom tertentu baik
provinsi maupun kabupaten/kota bagi ope-
rasi instansi vertikal.5 Keempat, ketidakjela-
san tugas dan wewenang gubernur sebagai
wakil pemerintah terhadap instansi vertikal,
ini terkait dengan ketidaksinkronan antara
Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1).6 Legal
problem tersebut jelas mempengaruhi efekti-
fitas pelaksanaan dekonsentrasi sebagai bagi-
an dari amanat UU No. 32 Tahun 2004.

Konstruksi UU No. 32 Tahun 2004
menempatkan provinsi secara fused model.
Selain itu terdapat pula karakteristik Integra-
ted Field Administration dan Integrated Pre-
fectoral System yang dijalankan. Dengan de-
mikian maka instansi vertikal yang berope-
rasi di wilayah administrasi provinsi seha-
rusnya berada di bawah koordinasi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi kons-
truksi dekonsentrasi yang dibangun dalam
undang-undang tersebut secara implisit jus-
tru mereduksi peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah dalam hubungan-
nya dengan instansi vertikal penyelenggara
dekonsentrasi. Argumentasi untuk menjelas-
kan fakta ini terletak pada substansi Pasal 37
ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 32
Tahun 2004 yang menurut Irfan Ridwan
Maksum (2008) bahwa, gubernur sebagai

5 Definisi dekonsentrasi menurut UU No. 32 Tahun
2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintah-
an oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu.

6 Eko Prasojo, et al, Desentralisasi dan Pemerin-
tahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal &
Efisiensi Struktural (Depok: Departemen Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Indonesia, 2006).
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wakil pemerintah tidak diberi tugas untuk
berhadapan langsung dengan instansi verti-
kal? Dalam arti gubernur tidak memiliki
peran dan fungsi apapun terhadap instansi
vertikal, sedangkan merujuk teori wakil
pemerintah yang dinyatakan oleh Hoessein
mengacu Fried (1967) tidak demikian, yang
menyebutkan terdapatnya tanggungjawab
wakil pemerintah sebagai integrator dan ko-
ordinator seluruh instansi vertikal di daerah-
nya.8

KONSTRUKSI PERAN DAN FUNGSI GUBER-
NUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PU-
SAT KE DEPAN

Berdasarkan analisis, terdapat sejumlah
faktor determinan yang menyebabkan me-
ngapa tugas, wewenang dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat tidak berja-
lan seperti yang diharapkan, yaitu:

¢ Instrumen Kebijakan, pengaturan guber-
nur sebagai wakil pemerintah dalam UU
No. 32 Tahun 2004 sangat miskin sehi-
ngga dapat dikatakan pada tataran im-
plementasi gubernur sebagai wakil pe-
merintah tidak memiliki dasar kebijakan
yang kuat. Dukungan instrumen kebija-
kan sangat lamban, lemah dan tidak
implementatif.

¢ Kelembagaan, semenjak UU No. 32
Tahun 2004 diterbitkan dan memposisi-
kan gubernur sebagai wakil pemerintah
selain selaku kepala daerah, faktor kele-
mbagaan menjadi persoalan krusial bagi
pelaksanaan peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Ketidak-
jelasan struktur kelembagaan gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat menye-
babkan gubernur tidak dapat menjalan-
kan peran dan fungsinya secara optimal.

e Personil Aparatur, personil sebagai salah
satu perangkat gubernur keberadaannya
sangat penting dan strategis, idealnya an-
tara personil gubernur sebagai wakil pe-

7 Irfan Ridwan Maksum, Dekonsentrasi dan
Instansi Vertikal (Catatan Kritis UU No.32 Tahun
2004), Seluk Beluk Pemerintahan Daerah Mencari
Alternatif Memperkuat Negara Bangsa. FISIP Ul
Press, Depok, 2008.

81bid.
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merintah pusat dengan aparatur guber-
nur selaku kepala daerah adalah terpisah
berdasarkan kompetensi serta ruang
lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

¢ Pembiayaan/Anggaran Keuangan, berda-
sarkan analisis data diketahui bahwa
gubernur sebagai wakil pemerintah tidak
memiliki anggaran yang memadai untuk
membiayai dan menunjang pelaksanaan
tugas dan wewenang yang diembannya,
setidaknya hingga PP No. 19 Tahun 2010
belum dikeluarkan.

¢ Kepemimpinan Gubernur, lima faktor de-
terminan yang dikemukakan di atas me-
rupakan faktor-faktor mutlak untuk me-
ndorong gubernur dapat menjalankan
tugas, wewenang dan fungsinya secara
efektif. Namun demikian berdasarkan
analisis yang dilakukan terhadap data la-
pangan diketahui bahwa faktor kepe-
mimpinan juga menjadi salah satu deter-
minan faktor yang tidak kalah penting
bagi efektifitas kedudukan gubernur se-
bagai wakil pemerintah pusat. Faktor ke-
pemimpinan gubernur dalam konteks ini
meliputi kepemimpinan politik dan kepe-
mimpinan birokrasi.

e Political Will Pemerintah, pemerintah
terkesan tidak serius dan setengah hati
dalam memberikan mandat atas kedudu-
kan ganda gubernur sebagai wakil peme-
rintah pusat dan selaku kepala daerah.
Sinyalemen ini dapat dijelaskan dalam
beberapa argumentasi, seperti lemahnya
dukungan instrumen kebijakan, perang-
kat organisasi, ruang lingkup tugas dan
wewenang serta kedudukan keuangan
yang tidak jelas.

1. Konstruksi Kedudukan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Dalam Sistem Pemerintahan Daerah
di Negara Kesatuan Republik Indone-
sia
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Berdasarkan analisis dirumuskan pokok-
pokok pemikiran konstruksi pemerintahan
daerah berkaitan dengan kedudukan provin-
si, kabupaten/kota dan kedudukan, tugas dan
wewenang gubernur sebagai wakil pemerin-
tah pusat dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konstruksi tersebut ter-
diri dari 2 (dua) desain sebagai berikut:

a. Desain 1, Provinsi: Wilayah Adminis-
trasi dan Daerah Otonom - Kabupa-
ten/Kota: Daerah Otonom

Desain pertama meletakkan provinsi se-bagai
wilayah administrasi dan daerah otonom dan
memposisikan  daerah  kabupa-ten/kota
hanya sebagai daerah otonom. Pada level
provinsi dianut Fused Model, kedudukan
daerah otonom provinsi dengan wilayah
administrasi berimpit. Provinsi menjalankan
kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi
konsekuensinya gubernur memiliki kedudu-
kan ganda, yakni: sebagai wakil pemerintah
pusat dan selaku kepala daerah. Dalam de-
sain ini daerah kabupaten dan kota hanya
berkedudukan sebagai daerah otonom dan
posisi bupati/walikota adalah murni sebagai
kepala daerah.

a.1. Struktur Organisasi Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Desain pertama dengan dasar teori Inte-
grated Prefectoral System mewujudkan pe-
nyatuan wilayah pemerintahan, yakni wila-
yah administrasi dengan daerah otonom pa-
da level provinsi. Gubernur memiliki dual
role, sebagai kepala wilayah administrasi/
wakil pemerintah pusat dan selaku kepala
daerah. Tugas dan wewenang desentralisasi
di serahkan kepada gubernur, bupati/wali-
kota sebagai kepala daerah otonom. Adapun
tugas dan wewenang dekonsentrasi dilim-
pahkan kepada gubernur sebagai kepala wi-
layah administrasi yang berkedudukan juga
sebagai wakil pemerintah pusat.
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Gambar 1
Desain 1, Provinsi Wilayah Administrasi dan Daerah Otonom - Kabupaten/Kota Daerah
Otonom
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a.2. Konstruksi Kelembagaan Guber-
nur sebagai Wakil Pemerintah Pusat/
Deputi Dekonsentrasi

Institusi Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat seharusnya bersifat operasional, taktis
dan memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan
tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat. Institusi tersebut diisi oleh
personil dengan kualitas yang memadai dan
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desain anggaran keuangan yang mantap.
Apabila tidak demikian, maka peran dan
fungsi gubernur selaku wakil pemerintah pu-
sat tidak berjalan. Berdasarkan analisis data,
penulis merumuskan desain kelembagaan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam bentuk unit kedeputian sebagai beri-
kut:
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Gambar 2
Struktur Kelembagaan Deputi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat/ Deputi
Dekonsentrasi

Deputi Gubernur
WFPF/ Deputi
Dekonsentrasi
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e Asisten 1: Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Program

¢ Asisten 2 : Asisten Deputi Urusan Pemerintahan Umum

¢ Asisten 3 : Asisten Deputi Bidang Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan
¢ Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
e Asisten 4 : Asisten Deputi Bidang Koordinasi Instansi Vertikal
¢ Gubernur WPP: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1) Konstruksi Kewenangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam konteks kedudukan gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat konstruksi peran dan
fungsi gubernur dirumuskan ke dalam dua
bentuk, yaitu: kewenangan atributif dan ke-
wenangan delegatif. Kewenangan atributif
merupakan kewenangan yang melekat pada
jabatan gubernur sebagai kepala wilayah
administrasi dan/atau wakil pemerintah
pusat. Kewenangan atributif dalam konteks
ini mengacu pada konsep Integrated Field
Administration dan Integrated Prefectoral
System dan lebih kepada urusan-urusan yang
berhubungan dengan pemerintahan umum.
Kewenangan delegatif, merupakan kewena-
ngan yang berkaitan dengan pelimpahan we-
wenang urusan-urusan kementerian teknis
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat dalam konteks Fragmented Field Admi-
nistration.
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2) Distribusi Urusan Pemerintahan

Organisasi negara dalam menjalankan peran
dan fungsinya selalu terdapat sejumlah uru-
san yang diselenggarakan secara sentralistis
dan diperhalus melalui dekonsentrasi. Pada
sisi lain tidak pernah ada suatu urusan
pemerintahan yang mutlak diserahkan sepe-
nuhnya kepada daerah melalui desentralisa-
si. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 urusan pe-
merintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan pe-
merintah dan urusan pemerintahan yang
dibagi bersama antar tingkatan dan/atau su-
sunan pemerintahan. Pemerintah pusat seca-
ra absolut memegang 6 (enam) urusan peme-
rintahan meliputi: politik luar negeri, perta-
hanan, keamanan, moneter dan fiskal nasi-
onal, yustisi, dan agama. Sedangkan di luar
urusan absolut di atas adalah 31 (tiga puluh
satu) urusan pemerintahan yang dibagi ber-
sama antar tingkatan dan/atau susunan pe-
merintahan, seperti pendidikan, kesehatan,
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pekerjaan umum, dan seterusnya. Penyeleng-
garaan urusan pemerintahan dibagi berda-
sarkan Kkriteria eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi dengan mengedepankan kesera-
sian hubungan antar susunan pemerintahan.

3) Anggaran Keuangan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah-
an daerah di Indonesia, terdapat tiga meka-
nisme pembiayaan atau asas yang dianut
oleh pemerintah, yakni asas desentralisasi,
asas dekonsentrasi, dan asas tugas pemban-
tuan. Besaran anggaran keuangan dekonsen-
trasi bagi gubernur di suatu wilayah adminis-
trasi menurut peneliti ditentukan berdasar-
kan beberapa variabel, yaitu: besar kecilnya
wilayah administrasi provinsi, besar kecilnya
beban tugas gubernur yang diukur berdasar-
kan kompleksitas dan dinamika permasala-
han dimasing-masing provinsi. Besaran ang-
garan dekonsentrasi harus mampu memberi
peluang bagi gubernur sebagai wakil peme-
rintah pusat untuk melakukan program dan
kegiatan secara nyata. Besaran anggaran bu-
kan hanya untuk kegiatan rapat koordinasi
dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremo-
nial.

Anggaran dekonsentrasi seharusnya dapat
digunakan untuk membiayai program-pro-
gram kegiatan termasuk proyek-proyek de-
konsentrasi yang mampu memberikan man-
faat nyata bagi masyarakat. Dana dekonsen-
trasi untuk gubernur sebagai wakil pemerin-
tah pusat baru diberikan mulai tahun 2011
hanya untuk membiayai kegiatan rapat dan
koordinasi dengan jumlah peserta terbatas
khususnya anggota Forkopimda (Forum Ko-
munikasi Pimpinan Daerah). Bahkan desain
anggaran tidak dapat memberikan kebutuh-
an akomodasi seperti biaya transportasi dan
honorarium bagi peserta dari luar sekretariat
daerah. Menurut peneliti dalam konteks ang-
garan, gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat harus dapat berperan sebagai budget
optimizer.

4) Mekanisme Pengisian Jabatan Guber-
nur

Tarik ulur tentang mekanisme pengisian ja-
batan gubernur, bupati, dan walikota apakah
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dipilih presiden dan/atau DPRD atau melalui
pilkada terjadi karena lemahnya konsep yang
digunakan dalam pengisian kepala daerah.
Pilihan yang paling memungkinkan dan visi-
ble untuk digunakan adalah dengan melaku-
kan tahapan seleksi pemimpin daerah
melalui metode campuran, misalnya seleksi
oleh presiden dan dipilih oleh DPRD atau
seleksi calon oleh presiden dan dipilih
langsung oleh rakyat melalui pilkada. Metode
ini dapat menjadi alternatif solusi bagi
polemik penyelenggaraan pilkada yang tidak
berkesudahan, meskipun mekanisme ini juga
belum tentu memberikan pilihan terbaik atas
proses pengisian jabatan gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat dan selaku kepala
daerah. Dalam metode ini setiap pasangan
calon gubernur diajukan kepada presiden
dalam jumlah pasangan tertentu misalnya
minimal empat pasangan dan maksimal tujuh
pasangan. Presiden selanjutnya memilih pa-
sangan yang akan dipilih oleh DPRD atau
melalui pilkada minimal tiga pasangan dan
maksimal empat pasangan. Kemudian pasa-
ngan-pasangan tersebut dipilih oleh DPRD
atau pilkada melalui tahapan yang telah
ditentukan.

b. Desain 2, Provinsi Sebagai Wilayah
Administrasi dan Daerah Otonom -
Kabupaten/Kota Sebagai Wilayah
Administrasi dan Daerah Otonom

Dalam desain kedua kedudukan kabupaten/
kota sama dengan provinsi yaitu sebagai wi-
layah administrasi dan daerah otonom. Pada
posisi ini daerah kabupaten/kota menganut
Fused Model. Seperti yang dikemukakan
Leemans (1970) Fused Model mengakomoda-
si terciptanya penyatuan antara unit adminis-
trasi lapangan dari pusat dengan pemerinta-
han lokal. Konsekuensinya kepala daerah ka-
bupaten/kota memiliki peran ganda sebagai
kepala daerah otonom kabupaten/kota dan
selaku kepala wilayah administrasi kabupa-
ten/kota. Fused Model identik dengan Inte-
grated Prefectoral System yang dikemukakan
oleh Fried (1963) dalam konteks kesatuan
kewilayahan antara daerah otonom dan wila-
yah administrasi serta peran ganda yang di-
pegang oleh kepala wilayah administrasi dan
kepala daerah. Sebagai kepala wilayah admi-
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nistrasi bupati/walikota berperan sebagai
wakil pemerintah pusat dan menjalankan
asas dekonsentrasi, sedangkan selaku kepala
daerah bupati/walikota melaksanakan asas
desentralisasi.

Kedudukan kabupaten/kota sebagai wila-
yah administrasi dalam desain kedua dimak-
sudkan untuk menjamin terwujudnya unbro-
ken chain of command antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. Dalam arti hierarki
antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/
kota tidak terputus. Posisi pemerintah pro-
vinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah
subordinat bagi pemerintah pusat, sebab ga-
ris hierarki wilayah administrasi melalui ke-
dudukan gubernur, bupati/walikota sebagai
wakil pemerintah pusat menjamin tercipta-
nya garis komando oleh pusat bagi wilayah
administrasi di bawahnya yaitu provinsi dan
kabupaten/kota. Hierarkhi pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabu-
paten/kota tidak terputus dan pada tataran
penyelenggaraan pembangunan terwujud ke-
sinambungan program antara pemerintah
pusat dengan pemerintah provinsi, kabupa-
ten/kota.

Desain kedua memiliki substansi bahasan
yang sama dengan desain pertama khusus-
nya pada level provinsi karena konstruksinya
sama yakni provinsi menjalankan dekonsen-
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trasi dan desentralisasi serta kedudukan ga-
nda gubernur sebagai wakil pemerintah pu-
sat dan selaku kepala daerah. Berdasarkan
hal tersebut maka, struktur organisasi pro-
vinsi, konstruksi kelembagaan gubernur se-
bagai wakil pemerintah pusat, konstruksi
peran dan fungsi gubernur, distribusi urusan
pemerintahan, personil gubernur, anggaran
keuangan serta mekanisme pengisian jabatan
gubernur memiliki substansi yang sama
dengan desain pertama.

Beberapa perbedaan yang terdapat pada
desain pertama dan kedua yaitu: pertama,
pada desain pertama hanya menjalankan
desentralisasi dan kedudukan bupati/wali-
kota murni sebagai kepala daerah. Sementara
pada desain kedua kabupaten/kota menja-
lankan dekonsentrasi dan desentralisasi sa-
ma halnya provinsi dan kedudukan bupati/
walikota ganda sama seperti gubernur seba-
gai wakil pemerintah pusat dan selaku kepala
daerah. Kedua, apabila pada desain pertama
kabupaten/kota tidak terdapat unit dekon-
setrasi, maka pada desain kedua terdapat
unit dekonsentrasi yakni direktorat dekon-
sentrasi yang berada di bawah koordinasi
langsung bupati/walikota sebagai wakil pe-
merintah pusat. Apabila digambarkan, maka
konstruksi organisasi yang menempatkan
provinsi, kabupaten/kota sebagai wilayah
administrasi dan daerah otonom adalah se-
bagai berikut:
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Gambar 3
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Untuk menghindari pengulangan dalam
pembahasan atau repetisi, maka dimensi-di-
mensi yang sama tersebut di atas tidak diba-
has lagi dalam desain kedua kecuali aspek-
aspek yang berbeda dan perlu penguatan di-
bahas peneliti secara tersendiri. Aspek-aspek
tersebut adalah sebagai berikut:

b.1. Kelembagaan Gubernur, Bupati/
Walikota Sebagai Wakil Pemerintah
Pusat

Seperti yang dituangkan dalam gambar 3 di
atas tampak bahwa dalam konstruksi pe-
merintahan daerah kabupaten/kota terdapat
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unit dekonsentrasi yang oleh peneliti secara
titelatur disebut direktorat dekonsentrasi.
Direktorat dekonsentrasi di kabupaten/kota
dijabat oleh direktur dekonsentrasi yang
secara hierarkhis berada di bawah kendali
langsung bupati/walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dan memiliki hubungan
koordinasi dengan deputi dekonsentrasi
pada level provinsi. Tugas dan fungsi direk-
torat dekonsentrasi adalah untuk mencapai
dan melaksanakan tugas dan wewenang
bupati/walikota sebagai wakil pemerintah
pusat. Secara struktur direktorat dekonsen-
trasi membawahi bidang-bidang tertentu se-

JURNAL DESENTRALISASI Volume 13, No.1, 2015



’ Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah
- Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

laras dengan deputi dekonsentrasi. Gambar
direktorat dekonsentrasi pada kabupaten/
kota dikemukakan sebagai berikut:

Gambar 4
Direktorat Dekonsentrasi Pada Kabupaten/Kota
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Keterangan:
Bidang 1 :Bidang Perencanaan dan Program
Bidang 2 :Bidang Urusan Pemerintahan Umum
Bidang 3 :Bidang Koordinasi Instansi Vertikal
Bidang 4 :Bidang Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Posisi direktur dekonsentrasi diisi oleh
Pegawai Negeri Sipil karier, yang direkrut
melalui mekanisme seleksi terbuka yang da-
pat diikuti oleh PNS baik dari Kabupaten/
kota maupun provinsi dan pusat. Bidang
Perencanaan dan Program memiliki tugas
dan fungsi menyusun program dan rencana
kegiatan yang akan dilakukan direktorat
dekonsentrasi setiap tahun. Sumber dari pro-
gram dan rencana tersebut berasal dari
bidang-bidang yang lain. Adapun Bidang Uru-
san Pemerintahan Umum melaksanakan
tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum, menghidupkan Forko-
pimda tingkat kabupaten. Sementara Bidang
Koordinasi Instansi Vertikal menjalankan
tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan program dan Kkegiatan
yang dilakukan instansi vertikal dengan pro-
gram dan kegiatan pemerintah kabupaten/
kota. Bidang Urusan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan melaksanakan tugas dan
fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi
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program dan kegiatan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan di kabaupaten dan kota.

Sama halnya dengan deputi dekonsentrasi
pada provinsi yang tidak dijabat secara ex-
officio oleh sekretaris daerah provinsi, direk-
tur dekonsentrasi juga tidak dijabat oleh ex-
officio sekretaris daerah kabupaten/kota,
tetapi diisi oleh PNS karier melalui meka-
nisme rekrutmen terbuka. Jabatan-jabatan
yang dijabat secara ex-officio seringkali tidak
berjalan secara optimal. Conflict of interest
serta kapasitas dan kapabilitas yang terbatas
ketika seseorang merangkap jabatan juga
menjadi alasan mengapa jabatan deputi
dekonsentrasi maupun direktur dekonsen-
trasi tidak harus dijabat secara ex-officio oleh
sekretaris daerah baik di provinsi maupun
kabupaten/kota. Direktur dekonsentrasi me-
mbawahi bidang-bidang yang secara tugas
dan fungsi seperti yang dikemukakan di atas
dan dijabat oleh kepala bidang. Kepala bi-
dang selanjutnya mengkoordinir dan mensi-
nergikan kelompok jabatan fungsional yang
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memiliki keahlian dan keterampilan sesuai
dengan bidang masing-masing.

b.2. Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sebagai wakil pemerintah, gubernur memili-
ki konstruksi peran dan fungsi yang sama
dengan desain pertama, sebab basisnya ada-
lah pada teori Integrated Prefectoral System,
Fused Model, maupun Integrated Field
Administration. Demikian juga dengan peran
dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah
tugas dan fungsi utamanya adalah menye-
lenggarakan pemerintahan daerah otonom
dengan berbagai urusan pemerintahan yang
diserahkan oleh pemerintah dalam konteks
desentralisasi. Konstruksi tugas dan wewe-
nang gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat baik dalam konteks kewenangan atri-
butif maupun delegatif seharusnya sejajar
dengan tugas dan wewenang gubernur sela-
ku kepala daerah. Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat perlu diberikan ruang dan
diskresi kebijakan untuk menjalankan tugas
dan wewenang yang diembannya.

Komitmen pemerintah dalam mendukung
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
untuk melaksanakan urusan pemerintahan
umum, menjalankan fungsi koordinasi, pem-
binaan, dan pengawasan penyelenggara-an
pemerintahan daerah, dan melakukan fungsi
koordinasi dan integrasi instansi vertikal
menjadi faktor mutlak terwujudnya efektifi-
tas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Begitu juga dengan kewenangan delegatif,
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
seharusnya memiliki peran untuk sinkro-
nisasi, mengawasi, dan membina urusan pe-
merintahan lingkup dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
merupakan intermediator bagi pemerintah
pusat dengan daerah otonom provinsi, kabu-
paten/kota. Gubernur menjadi penghubung
bagi gubernur kepala daerah dan bupati/wa-
likota. Dengan desain seperti ini, derajat oto-
nomi daerah tidak berkurang bagi pemerin-
tahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Pe-
merintah tetap dapat melaksanakan peran
dan fungsinya menjalankan koordinasi, mem-
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bina, dan mengawasi serta memfasilitasi pe-
ran dan fungsi pemerintah pusat di daerah
otonom dengan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat sebagai aktornya. Konsep
ini sesungguhnya telah tertuang dalam peran
dan fungsi Prefek dalam Integrated Prefec-
toral System dimana gubernur adalah mata,
telinga, dan mulut pemerintah.

Pemerintah pusat dapat mendelegasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
program pembangunan kepada gubernur dan
gubernur menyampaikan ke bupati/walikota
termasuk kepada instansi vertikal. Demikian
pula sebaliknya gubernur selaku kepala dae-
rah adalah institusi penghubung bagi kepen-
tingan pemerintah daerah provinsi, kabupa-
ten/kota dalam konteks daerah otonom. Me-
lalui peran intermediary government ini kebe-
radaan pemerintah pusat tetap dapat dirasa-
kan oleh pemerintah daerah dan rakyat di
daerah. Peran dan fungsi pemerintah secara
nyata dikawal oleh gubernur, bupati/wali-
kota dengan kedudukannya sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah. Presiden sebagai
representasi dari pemerintah tetap terjaga
kewibawaannya melalui peran dan fungsi
yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/
walikota sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah otonom.

PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, terdapat 6
(enam) faktor determinan yang menyebab-
kan peran dan fungsi gubernur berjalan tidak
efektif, yaitu:

a. Instrumen kebijakan, pemerintah sangat
lamban dalam menyiapkan dan mener-
bitkan kebijakan pendukung kedudukan,
tugas dan wewenang gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat.

b. Ketiadaan kelembagaan, gubernur seba-
gai wakil pemerintah pusat tidak memi-
liki konstruksi kelembagaan yang jelas.

c. Personil aparatur, gubernur sebagai wa-
kil pemerintah pusat tidak memiliki du-
kungan personil aparatur.

d. Anggaran keuangan, gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat tidak didukung
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oleh desain anggaran keuangan yang je-
las guna mendukung pelaksanaan peran
dan fungsi gubernur sebagai wakil peme-
rintah pusat.

e. Kepemimpinan, kapabilitas kepemimpin-
an gubernur berpengaruh terhadap efek-
tifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan
fungsi gubernur sebagai wakil pemerin-
tah pusat.

f.  Political will pemerintah, berupa dukung-
an nyata dari pemerintah terhadap gu-
bernur sebagai wakil pemerintah pusat
memberi pengaruh besar terhadap efek-
tifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan
fungsi gubernur sebagai wakil pemerin-
tah pusat.

Kedudukan, peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat ditentukan
oleh desain sistem pemerintahan daerah.
Berdasarkan analisis, desain kedudukan,
peran dan fungsi gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat di Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke depan dikonstruksi-
kan, sebagai berikut:

Terdapat 2 (dua) konstruksi kedudukan
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
yaitu:

1) Provinsi, kabupaten/kota berkedudukan
sebagai wilayah administrasi dan daerah
otonom - kabupaten/kota berkedudukan
sebagai daerah otonom. Dalam arti, de-
konsentrasi dan desentralisasi diimple-
mentasikan di provinsi - kabupaten/kota
menyelenggarakan desentralisasi. Kons-
truksi demikian menempatkan gubernur
pada kedudukan ganda, sebagai wakil
pemerintah pusat dan selaku kepala dae-
rah, sedangkan bupati/walikota sebagai
kepala daerah.

2) Provinsi berkedudukan sebagai wilayah
administrasi dan daerah otonom - kabu-
paten/kota berkedudukan sebagai wila-
yah administrasi dan daerah otonom.
Provinsi, kabupaten/kota menyelengga-
rakan dekonsentrasi dan desentralisasi.
Kedudukan gubernur, bupati/walikota
adalah ganda sebagai wakil pemerintah
pusat dan selaku kepala daerah.
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Konstruksi peran dan fungsi gubernur seba-

gai wakil pemerintah pusat meliputi:

1) Wewenang atributif yang menjalankan 3
(tiga) tugas, wewenang dan fungsi pokok,

meliputi:
e Melaksanakan urusan pemerintahan
umum;

e Menjalankan fungsi koordinasi, pem-
binaan, dan pengawasan penyeleng-
garaan pemerintahan daerah kabu-
paten/kota;

e Menjalankan fungsi koordinator dan
integrator instansi vertikal

2) Wewenang  delegatif, = berhubungan
dengan wewenang, tugas dan fungsi gu-
bernur sebagai wakil pemerintah pusat
untuk membina dan mengendalikan uru-
san-urusan pemerintahan dalam konteks
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3) Ketiadaan institusi kelembagaan mem-
pengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas,
wewenang dan fungsi gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat. Hasil analisis
data menunjukkan bahwa gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat memer-
lukan institusi kelembagaan. Titelatur
kelembagaan tersebut pada level provin-
si dalam bentuk deputi dekonsentrasi,
sedangkan pada level kabupaten/kota
adalah direktorat dekonsentrasi untuk
mendukung peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.

4) Konstruksi sistem pemerintahan daerah
secara teori dan konseptual menganut
Integrated Prefectoral System yang ditun-
jukkan melalui pembagian wilayah Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia menjadi
provinsi, kabupaten, dan kota yang men-
jalankan dekonsentrasi dan/atau desen-
tralisasi secara paralel serta terwujudnya
kedudukan dan peran ganda gubernur,
bupati/walikota sebagai wakil pemerin-
tah pusat dan selaku kepala daerah.

5) Indonesia sebagai negara kesatuan ter-
desentralisasi telah memiliki konstruksi
ideal penyelenggaraan sistem pemerinta-
han daerah seperti yang saat ini berjalan.
Desain pemerintahan daerah yang me-
nempatkan dekonsentrasi dan desentra-
lisasi pada provinsi dan desentralisasi
pada kabupaten/kota yang mewujudkan
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kedudukan gubernur baik sebagai wakil
pemerintah pusat maupun selaku kepala
daerah dan kedudukan bupati/walikota
sebagai kepala daerah relevan diperta-
hankan, diperkuat dan disempurnakan.

2. Rekomendasi dan Implikasi Akademis
dan Praktis

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pe-
neliti merumuskan rekomendasi serta impli-
kasi akademis dan praktis sebagai berikut:

a. Memperijelas kedudukan, tugas dan we-
wenang gubernur sebagai wakil peme-
rintah pusat melalui penguatan instru-
men kebijakan baik pada level undang-
undang maupun peraturan perundang-
undangan lainnya.

b. Memperkuat kedudukan, tugas dan fung-
si kelembagaan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat, pada level provinsi di-
bentuk unit deputi dekonsentrasi sebagai
intermediate government (struktur pe-
rantara) bagi kepentingan pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan instansi
vertikal.

c. Memperkuat tugas dan fungsi personil
aparatur pendukung bagi gubernur seba-
gai wakil pemerintah pusat. Posisi deputi
dekonsentrasi bukan diisi secara ex-
officio oleh sekretaris daerah provinsi.
Posisi tersebut diisi oleh PNS karier yang
direkrut secara terbuka. Demikian pula
pada posisi asisten deputi dan staf perso-
nil, diisi oleh kelompok jabatan fungsi-
onal yang memiliki kompetensi andal di
bidang masing-masing.

d. Kedudukan, peran dan fungsi gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat perlu
didukung dengan anggaran keuangan
yang kuat. Gubernur dapat berperan
sebagai budget optimizer sehingga dapat
melaksanakan program dan kegiatan
yang signifikan bagi pemerintah daerah
dan tidak sekedar anggaran untuk
kegiatan rapat, koordinasi, dan seremo-
nial belaka.

e. Political will pemerintah terhadap kedu-
dukan ganda gubernur sangat diperlukan
melalui dukungan nyata terhadap pe-
rangkat kelembagaan, anggaran keuang-
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an, dan aspek lainnya sehingga kedudu-
kan ganda gubernur memiliki kontribusi
optimal dalam penyelenggaraan peme-
rintahan daerah.

Konstruksi kedudukan, peran dan fungsi
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam sistem pemerintahan daerah bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu
disempurnakan melalui strategi sebagai
berikut:

a. Memperkuat dekonsentrasi dan desen-
tralisasi di provinsi dan desentralisasi
pada level kabupaten/kota;

b. Mempertahankan dan memperkut kedu-
dukan gubernur sebagai wakil pemerin-
tah pusat dan selaku kepala daerah serta
didukung dengan perangkat kelembaga-
an, peran dan fungsi, personil aparatur,
dan kedudukan keuangan yang jelas;

c. Teori Integrated Prefectoral System perlu
terus dikembangkan dan diselaraskan
sesuai dengan karakteristik dan tantang-
an penyelenggaraan pemerintahan dae-
rah yang dihadapi Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

d. Pemerintah bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat perlu menginisiasi
dan menerbitkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang
kedudukan, tugas dan fungsi instansi
vertikal di daerah sebagai panduan bagi
instansi vertikal dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya termasuk keberada-
anya dalam sistem pemerintahan daerah
secara nasional.
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